
BUPATI MUSI RAtrIAS
PERATURAN DA.ERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NoMoR 6. rAHUN *ol3
TENTANG

PEDOMAN PENGEIOI,AAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

fi'

Menimbang :

Mengingat

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Homan
Pengelolaan Baffrrg Milik Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5

Nomor 58, Tambahan kmbaran Republik Indonesia

s679h

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lfmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

I
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4. Feraturan Mentcri Datam Negcri Nomor 19 Tahun
2Of6 tentang Fedoman Fengelolaan Bareng Milik
Da€rah (Berita Negara Republit Indonesia Tahun
2016 Nomor 547).

Dengan PerEctujuan Bersalma

DDWAN PERWAKIIAN RAI(YAT DAERAH KABI'PATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMTIIUSAN;

McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PENGEIOIAAN BARANG MIUK DAERAH.

PEDOMAN

BAB I

KETENTUAN UIT'UM

PaBd I

Delam Fcraturan Daerah ini, yang di'naksud dcr$n;
1. Kabupaten adalah Ikbupaten Musi Rawas.

2. Pemcrintahan Kabupaten adalah Pemeriotah

I(abupaten Musi Rawas.

Bupati adalah Bupati Musi Ra\ras.

Dewan Ferwakilan Rabrat Daerah J.ang sclaqiutnJra

ditingkat DPRD adalah Derran Persakilan Rakyat

Daerah Ikbupeten Musi Rawas.

Ferangkat Dacrah adal,ah pemngkat daerah pada

pqncrintah daerah selaku pengguna barang.

Barang Milik Daerah adalatr semua barang yang dibeli

atau diFrol€h atas beban APtsD atau berasel dari
pedehan lainnya yang sah.

Pcmegang kekuasaan pcngelolaan barang -itit 696oL
adalah Kepala Daerah.

3.

4.

5.
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8.

9.

Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik
daerah.

Pengelola Barang Mi.tik Daerah yang selanjutnya

disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang

berwenang dan bertanggung jawab melatukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalsh kepala

Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan

barang milik daerah selaku pejabat pengelol,a

keuangan daerah.

Pengguna barang ada.lah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang

meLaksanakan satu atau beberapa program-

Kuasa Pengguna Baraag Milik Daerah selanjutnya

disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala

unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya,

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah

Pejabat yang melaksanalen fungsi tata ussha barang

milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang

Kewenangan Penggunaan Barang.

Unit Pel,aksana Teknis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPID adalah bagian Perangkat Daerah yang

melalsanakan satu atau beberapa program Perangkat

Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah

Pendapatan dan Belalrja Daerah Kabupaten Muai

Rawas-

10.

11.
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18.

1q.

20-

21_

22.

24.

25.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atss beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) atau Perolehan Lainnya yang

sah.

Kuaaa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya

disebut sebagai Kuasa Pengguna Baraig adalah kepala

unit keda atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang

berada dalam lrcnguasaannSra dengan sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah

Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Barang

Milik Daerahpada Pengguna Baraag;

Pengurus Barang Milik Daerah yang Belanjutnya

disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau
Jabatan Fungsional Umum 5rang diserahi tugas

mengurus barang.

Pengurus Baiang Pengclola adalah pejabat yang

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,

dan menatausahakan barang milik daerah pa.da

Pejabat Penatausahaan Barang.

23. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan

Fungsional Umum Srang diserahi tugas menerima,

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang

milik daerah pada Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus

barang yang membantu dalam penyiapan administrasi

maupun telqxis penatausahaan baralg milik

daerahpa.da PengeloLa Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah

pengurus barang yang membantu dalam penlapan

administrasi maupun teknis peoatausa-haan barang

milik daerahpada Pengguna Barang.
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26. Pengurus Baratg Pembantu adalah yang diserahi

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,

menatausahalen dan mempertanggung jawabkan

barang milik daerahpada Kuasa Pengguna Barang.

Penilai adalah pihak yang melakukan peniLaian secara

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan

suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa

barang milik daerah pada saat tertentu.

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah pusat

dan Penilai Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Bararrg Milik Daerah adalah keseluruhan
kegiatan ,'ang meliputi perencanaan kebutuhal dan
penganggaran, pengadaan, penggunaanr pemadaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penil,aian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan

27.

28.

29.

30.

pengendalian.

31. Perencanaan Kebutuhan adalah

32-

33.

kegiatan

merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah

untuk menghubungkan pengadaan barang yang tetah

lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagni

dasar dalam melakukan tindakan yang al(an datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang

s€lanjutnya disingkat RKBMD, adatah dokumen
percncanaan kebutuhan barang milik daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Pengguna Barang dataE mengelola dan

menatausahakan barang milik daerah yang sesuai

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

bersangkutal.
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34.

35.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik
Daerahyang tidak digunakan untuk penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerahdan/atau

optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidal<

mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah p€manfaatan Barang Milik Daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktr: tertentu dan menerima

imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah penyer.ahan penggunaan barang

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau
antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktr.r

tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati
Musi Rawas.

Kerja Sama Peman.faatan yang selanjutnya disingkat
KSP adalal pendayagunaan Baralg Milik Daerah oleh
pihak lain dalam jangka walftu tertentu dalam raagka
peningkatan Fendapatan daerah atau sumber
pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah ysllg selanjutnya disingkat BGS

adalahpemanfaatanBarang Milik Daerahberupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunalan oleh pihak lain tersebut dalam jaagka

waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah

berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah cuna yang selanjutnya disingkat BSG

adalah pemanfaatan Barang Milik Daerahberupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan seteLah

selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak Lain tersebut datam jangka

wakhr tertentu yang disepakati.

39.
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40. Kcrja Sa-Ena Penyediaan Infrastrul(ur yang selanjutnya

disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah

darl Badan Usaha untuk kegiatar penyediaan

infrastruktur s€suai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemindahtangananadalal pengalihan kepemilikan

Barang Milik Daerah.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang

Daerah kepada pihak lain dengan menerima

penggantian daLam bentuk uang.

Ttrkar Menukar adalah penealihan kepemilikaa Barang

Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah,

atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain,
dengan menerima penggantial utama dalam bentuk
barang, paling sedikit dengan nilai seimba-ng.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antar
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah

kepada pihak lain, tanpa memp€roleh penggantian.

Fenyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah

pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerahyang

semula merupakan kekayaan yang tidak dipisalkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada

badan usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik
dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
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47- Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang

Milik Daerah dari Daftar Baralgdengan menerbitkan

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang

dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung

jawab administra8i dan lisik atas barang yang berada

dalam penguasaannya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang

meliputi Pembukuan, Inventar:isasi, dan Pelaporan

Barang MiUk Daera-hsesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undan gan.

Inventrrisasi adalah kegiatan untul< melalukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan

barang milik daerah.

Dokumen kepemitkanadalah dokumen sah yarrg

merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik
Daerah.

Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang

memuat data seluruh Baraag Milik Daerah.

Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat

data barang milik daerah yang digunakan oleh

masing-masing Pengguna Barang.

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang

memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh

masing-masing Kuasa Pengguna Barang,

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki
Pemerintah KabupatenMusi Rawas dan berfungsi

sebagai tempat tinggal atau hunian dan saraaa

pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan

tugaa pejabat dan/atau pegawai negeri sipil
pemerintal daerah yang bersangkutan.

Pihak lain adalah pihak-pihak selain

Kementerian/ Lrmbaga dan Pemerintah Daerah,

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54-

55.
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56. nenangung Jat ab Prolrck Keda Sama, yang

disingkat PJPK, adalah pifrat yang

ditunjuk dan/atau ditetapkan &bagai penanggrmg

jawab proyek kcrja sama dalam rangka
lat'a eana Psmerintah dengan Badan Usalu dFl'lri
penydiaan inftastruktur scsuai dengan kcteatuen

Peraturan perundeng-undangan.

Fengololaan Barang

berdaearkan asaa:

a. fungsional;

b. kepastian hukum;
c, tEnsparansii

d. efrsiensi;

e. akuntabilitas; dan

f. kepastian nilai,

Pasd 2

Milik Daerah dilskaflakan

BAB II

RUANG UNGXUP

Pasal 3

Ruang lingkup Feraturan Dacrah ilri Ecliputi;
a. Fcjabat Fengelola Barang Milik Daerah;

b. Per€ncanaan l(ebutulran dsn Fengangann;
Fengadaan;

Fenggunaan;

Femanfaatan;

Fengamanan dan Femeliharaan;

knilaian;
Pemindahtanganan;

PemuBnahan;

Fenghapuean;

Penatausahaan;

Pembinaan, Pengawaean dan Fengendalian;

c.

d.

e.

f.

s.

h.

i.
j.
k.

l.



m. Fengelolaan Barang Mitik Daerahpada Fcraagl(at

Daerah 5rang menggunal<an pola pcngclolaan keusr4an

Badan Isyanan Umum Daerah:

Barang Milik Daerah bcrupa Rumah Negara; dan

Ganti Rugi dan Sanksi.

n.

o.

a

Pasd 4

Banng Milik Dacrah meliputi:

a. Barang Milik Daerah yang dibcli atau diperoleh atas

beban APtsD; atau

b. Barang Mililr Daereh yang berasal dari perolehan

lainnya yang sah.

Pasal 5

(1) Barang Milik Daerah dimaksud dalarn

Pasal 4 dilafang ,ligFdFik a/dijaminkan untuk
mcndapatl<an pinjaman atau digcrahtan kepada pihat
lain sebagai pcmbayaran atas +ogih.'r kcllda
Pemcrintah Daerah.

{2) Barang Milik Daerah rlirnotreud dalarn

Passl 4 tidak dapat disita aesuai dengan kctcntuan
Peratuan Perundang-undangan.

Fasal 6

(U Barang Milik Daefahyang dibeli atau diperoleh atas

bcbsn APBD scbagaimana dimakgud delrm Pasd 4
huruf a, dilesgkapi dokumen pengadaan.

(2) Barang Milik Daerah yang berasaf dari pcrolehan

lainnya yang eah scbagaimana dimaksud drtcrrr p6s6l

ahuruf b, dilenglapi dokumcn pcrolehan.

o



(3) Barang Uilik Daerah sebagaimana.tirnrksud pada ayat
(U dan ayat (2) bersifat bcrwqiud maupun tjdak
bcnrujud.

Fasaf 7

Barang Milik Daerah yeng berasal dari pcrolehan lainnlxa
yang ssh ecbagaimana dimelrsrrd dalrrn Pasal 4 huruf b,

mcliputi:

a- barang yang diperolch dad hibah/sumbangan atau
yang sejenis;

b. barang yang diperoleh scbagai pelakoanaan dari
perja4iian/kontrak;

c. barang yarg dipcmleh berdasarkan ketertuan Feraturan
Ferundang-undangan;

d. b€rang yang dipcroleh bcrdaearkan putuEan pcngadilan

yang telah meDpunyai kekuatan hukum tatap; atau
e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas

pcnlrcrtasn modal peraerintah daerah.

Pasal 8

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang

ecjenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
tenna8uL dolarn ketcntuan ini meliput hibah/sumbangan

atau yang sejcnis dari negara/lembaga intcrnasional sesuai

Peraturan Pcrundan

Pasal 9

Barang Milik Daerah diperoleh sebagai pclatsanaan dari
perJanjian/kontrak aebagaimana dirneL8ud dalam Pasaf 7
huruf b antara lain berasal dari:
a. kontrak karya;

b. kontrat baSi hesil;



c.

d.

kontrak kcrjasama;

perjanjian dengan negara lain/lcmbaga internasional;

dan

kerja sarna Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha
dalam penSrcdiaan infrastruktur.

BAB III

PI.'ABAT PENGEI,OLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Femegang Kekuasaan Fengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal lO

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

Barang Milik Daerah.

(2) Femegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik
Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berwenang dan bertanggung jawab:

a. menetapkan kebiiakan pcngelolaan Barang Milik
Daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau
pemindahtanganan BaanA Milik Daerah;

c. menetaplGn kebiiakan pengamanan darr

pemeliharaan Barang Milik Daerah;

d. menetapkan pejabat yanA mengurus dsn

menyimpan Barang Milik Daerah;

e. mengajukan usul pemindahtanganan Bamng Milik
Daerah yang memedukan persctujuan DPRD;

f. menyetujui usul pemindah tangansn, pcmusnahan,

dan penghapusan Barang Milik Daerah scsuai

batas ke,wenangannya;

g. menyctujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah

selain tanah dan/atau bangunan; dan

h. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik
Daerahdslam bentuk kerjasa.ma pen]'ediaarr

Infrastruktur.

o

o
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Bagian Ikdua
Pengelola Barang

Pasal f I

Seknetaris Daerah sclaku Fengelola Barang, bcrwenang dan

bertansung jau,ab:

a. meneliti dan menyetujui rrncana kebutuhan Barang

Milik Daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuharr

pemeliharaan/pcrawatan Barang Milili Dacrah;

c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtangansn

Bar"snt Milik Daerah yang memerlukan pcrsetujuan

Bupati;

d. mengatur pelaksanaan pcnggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang

Milik Daerah yang telah digetujui oleh Bupati atau

DPRD sesuai batas kewenangannya;

melakukan koordinasi dalam pclakeanaan

Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan

melakukan pengawasan dan pengendalian atas

pengelolaan Barang Mitit Dacrah.

Pa8al 12

(l) Kepala Badan Keuangan Kabupaten yang m€mpunyai

fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat

PenatausalEAn Ba.rang.

(2) Pejabat Penatausahaan Banng sebagafurana dirnsLsud

pada ayat (f) ditetapkan dcngan Iftputusan Bupati,

(3) Pejabat Feoateuaahaan Barang sebagaimana airnaksud

pada ayat (1), merapunyai wewenang dan tanggung
jawab:

s'
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a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan

persetujuan dalam penyusunanrencana kebutuhan

Barang Milik Daerahkepada Pengelola Barang;

membantu meneliti dan memberikan pertimbangan

pers€tujuan dalam penjrusunan rencana

kebutuhan pemeliharaan/perawatan Bamng Milik

Daerahkepada Pengelola Barang;

memberikan pertimbangan kepada Pengelola

Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dajr

pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang

memerlukan persetqjuan Bupati ;

memberikan pertimbangan kepada pengelola

barang untuk mengatur pelaksan.ran penggunaan,

pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan

Barang Milik Daerah;

memberikan pertimbangan kepada pengelola

barang atas pelaksanaan pemindahtanganan

Barang Milik Daerahyang telah disetujui oleh

Bupati atau DPRD Kabupaten sesuai batas

kewenanganya;

membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan

koordinasi Inventarisasi Barang Milik Daerah;

melakukan pencatatan Ba.rang Milik Daerah berupa

tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan

dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untul(

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah darl sedarg tidak dimanfaatkart

pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang,

serta Barang Milik Daerah yang berada pada

Pengelola Barang;

mengamankan dan memelihara Barang Milik

DaerahsebagaimaJra dima-ksud pada hurul g;

membantu Pengelola Barang dalam pengawasan

dan pengendalian atas pengeloLaan Barang Milik

Daerah; dan

d.

c.

b.

e.

h.

l.
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j. menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

Pasal 13

(1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berwenang dan bertanggung jawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran

Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang

dipimpinnya;

b. mengajukan permohonan penetapan status

penggunaan barang yang diperoleh dari beban

APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang

Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan Barang Milik Daerahyang berada

dalam penguasaannya untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerahyang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik
Daerah yarrg berada dalam penguasaannya;

f. mengajukar usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerahberupa

tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain

tanah dan/atau bangunan;

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa. tanah

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan prnyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang

tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati
melalui Pengelola Barang;

.15
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mengqiulon usul pcmusnahan dan penghapusan

Barang Milik Daerah;

melakukan pcmbinaan, pengawaean,

pengendalian atas penggunaen Barang

Daerahyang ada dalam penguasaannya; dan

menyuaun dan menyampaikan laporan

p€ngguna semesteran dan laporan

pengguna tahunan yang bcrada

penguasaannya kepa.da Pengelola Barang

dan

Milik

barang

barang

dalam

Pasa.l 14

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian

kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa

Fengguna Bararg.

Felimpahan sebagian weweDang dan tanggungiawab

kepada Kuasa Fengguna Barang
dnnaksud pada ayat (U ditetapkan oleh Bupeti atas

usul Fengrma Barang.

Penetapan kuasa pengguna baraag sebageinana

dimaksud pada aSrat (1) berdasarkan pe*imbengan:

a- jrrrnlqh b€I1ang yang dikelola;

b. beban kerja;

c. lokaBi;

d. kompetensi dan/atau rentang kendali; dan

e. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Ke€mpat

Pejabat Fenatausahaan Pengguna Barang

Passl l5

(1) Penguna Barang dibantu oleh Pejabat Fenatausahaan

Pengguna BaranA.

(2) Fejabat Penatausahaan Pengguna Bsrang

s€bagaimana dimakaud pada ayat (1) ditetapkan oleh

j.

l-

(l)

l2t

(31

a

Bupati atas usul Pengrma Barang.



(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat

yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik

Daerah pada Pengguna Barang.

(4) Pejabat Penatausaha.an Pengguna Barang

sebagaimana dimalsud pada ayat (2) berwenang dan

bertarggung jawab:

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran

Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;

b. meneliti usulan permohonan penetapan status

penggunaan barang yang diperoleh dari beban

APBD dan perolehan lainnya yang sah;

meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik

Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang

dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

menJ raun pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa

tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain

tanah dan/atau bangunan;

mengusulkan rencala penyerahan Barang Milik

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang

tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna

Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak

lain;

menyiapkan usulan pemusnahaa dan

penghapusan Barang Milik Daerah;

meneliti laporan barang semesteran dan tahunan

yang dilalsanakan oleh Pengurus Barang dan/atau

Pengurus Barang Pembantu;

memberikan persetujuan atas Surat Permintaan

Barang dengan menerbitkan Surat Perintah

Peaya-luran Bararrg urtuk mengeluarkan Barang

Milik Daerah dari gudang penflmpanan;

c.

d.

e.

3
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e.



J.

meneliti dan memveriEkaai lGrtu Inventaris

Ruangan setiap semester dan setiap tahun;

melakukan vcrifikasi sebagai dasar memberikan

persetujuan atas peruba.han kondisi fisik Barang

Milit Daerah; dan

meneliti laporan mutaei barang sqrief bulaa yang

disampaikan oleh Fengurus Barang Penguna

dan/atau FeaAurus Barana Fembantu.

Bagian lklima
Pengurus Barang Fengelola

Pasal 16

(1)

QI

Penguru8 Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati ates

usul Pejabat Penatausahaan Barang.

PengurN Barang Pengelola scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) edalah pejabat yang membidangi fungsi

pengelolaan Barang Milik Daerah pada Fejabat

Fenatausahaan Barang.

Fengurus Barang Pengelola BebagaiEana dirnpksud

pada ayat (1) berwenang dan bertanggungiawab:

a. membantu merreliti dan merryiapkan bahan

persetujuan dale''t penjnrsunan

rencana. kebutuhan Barang Milik Daerah kepada

Pejabat Penatausahasn Barang;

b, membantu meneliti dan menyiapkan bahan

pertimbangan pcrsetqiuan dalam penyrsrman

rencarla kcbutuhan pemeliharaan/perawatan

Barang Milik Daerahkepada Pejabat Penatausahaan

Barar8;

c. menyiapkan dokumen pcngajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik
Daerahyang memerlukan Persetujuan Bupati;

(3)

a

t
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meneliti dokumen usulan penggunaan,

pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari
Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan

oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam
pengaturan pelaksanaan penggunaan,

pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan

Barang Milik Daerah;

e. menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik
Daerahberupa tanah dan/atau banguna-n yang

telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak
digunakan untut keprentingan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah darr sedang

tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati

melalui Pengelola Barang;

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang

Milik Daerah;

g. menyimpan salinan dokumen l,aporan Barang

Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka pen) rsunan

laporan Barang Milik Daerah; dan

i. merekapituLasi dan menghimpun Laporan Barang

Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan

Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah.

Pengurus Barang PengeloLa secara administratif dan

secara fungsional bertanggung jawab atas pelalsanaan

tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat

Penatausahaan Barang.

Dalam hd melaksanakan tugas dan fungsi

administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu
oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang

ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

(41

(s)

19
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(l)

(21

(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan

kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas

kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang

anggarannya dibebankan pada APBD-

Bagian Keenam

Pengurus Barang Pengguna

Pasal 17

Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati

atas usul Pengguna Barsng.

Pengurus Balang Pengguna sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berwenang dan berta.nggungiawab:

a. membantu menyiapkan dokumen rencana

kebutuhan dan penganggaran Barang Milik
Daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan atatus

penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh

dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang

milik daerah;

d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah

yang berada pada Pengguna Barang;

e. menfapkan dokumen pengajuan usulan

pemanfaatan dan pemindahtanganan balang mitik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang

tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang

Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

f. menyiapkaa dokumen penyerahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yartg

tidak digunakar untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna

Barang dan sedang tidal dimanfaatkan pihak lain;

3
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g, menyiapkan dokumen pengajuan usulan

pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

h. menyrsun Laporan barang semesteran darl

tahunan;

i. menyiapkarr Surat Permintasn Barang berdasarkan

nota permintaan baralg;
j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada

Pejabat Penataueahaan Barang Pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah

Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita

acara pnyerahan barang;

l. membuat Kartu Inventanis Ruangran semesteran

dan tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

n. mengajukan permohonan persetqiuan kepada

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas

perubahan kondisi lisik Barang Milik Daerah

berdasarkal pengecekan fisik barang;

o. melakukan opnane stokbararrg persediaan;

p. menyimpan dokumen, meliputi fotokopi/salinan

dokumen kepemilikan barang milik daerah dan

menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen

penatausahaan;

mel,akukan rekonsiliasi dalam rangka penJruaunan

laporan barang Pengguna Barang dan laporan

Barang Milik Daerah; dan

membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang

disampaikan kepada Pengelola Barang melalui

Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang.

a
q.

r.

27
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(3)

l4l

(s)

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab

kepada Pengguna Barang dan secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan

Barang.

Dalam hal melaksa.nakan tugas dan fungsi
administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu
oleh Pembantu Pengurus Bajang pengguna yarg
ditet.fkar oleh Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan
kegiatan perdagangan, pekefaan pemborongar dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut
anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh

Pengurus Barang Pembantu

Pasal 18

Bupati menetapkal Pengurus Barang Pembantu atai
usul Kuasa Pengguna Barang melalui pengguna

Barang.

Pembentukan Pengurus Barang pembarrtu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang

dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang dan bertanggrmgjawab:

a. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui

Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi
Iisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik barang;

b. melakukarr opnane stokbarang persediaan;

(1)

l2l

(3)

u



d.

menyimpan dokumen, meliputi fotokopi/salinan

dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan

menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen

penatausahaan;

melakuka-n rekonsiliasi dalam rangka penyusunan

laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan

laporan barangmiLik daerah; dan

membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang

disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa

Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat

Penatausahaa, Pengguna Barang dan Pengurus

Barang Pengguna.

e.

(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara l,angsung

maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan

perdagangan, peke{aan pemborongan dan penjualan

jasa atau bertindak sebagai penjamin atas

kegiatan/pekerjaan/penjua.lan tersebut yang

anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB TV

PERENCANAAN KEBUTUHAN

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 19

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun

dengal memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah serta ketercediaan

Barang Milik Daerah yang ada.

Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) merupakan Baraag Milik

Daerah yang ada pada PengeloLa Barang dan/atau

Pengguna Bara!9.

(t)

(21

23
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(21

(3) Perencanasn Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)harus dapat

mencenninkan kebutuhan riil Barang Milik

Daerahpada Perangkat Daerah sehingga dapat

dliadikan dasar dalam penJrusunan RKBMD.

Pasal 20

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah

dilalsanakan setiap tahun setelah rencana kerja

Perangkat Daerah ditetapkan-

Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat

(f) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat

Daerahdalam pengusulan penyediaan anggaran unhrk
kebutuhan baru (nerr initiatiuel dan angka dasar

{basetinQ serta penlrusunan rencana kerja dan

anggaran.

Pasal 21

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu

pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(2) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),

kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:

a. standar barang;

b. staadar kebutuhan; dan/atau

c. standar harga.

(3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan

sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik
dss;ah .lalarn perencanaan kebutuhan.

{

24
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(4)

(s)

{6}

Standar kebutuhan barang sebagaimans di'neLsud

pada ayat (2) huuf b adalah satuan jutnlah barang
yang dibututrkan sebagai acuan perhitungan

pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah

dalam trrrencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah.

Standar harga sebagaimana dirnrleud pada ayat (2)

hurul' c edelah besaran harga yang ditetapkan sebegai

acuaa peagadaan Barang M;l;lr Daemh dalam
perencanaan kebutuhan.

Standar barang, standar kebututran dan standar harga
rtirnqltsud pada ayat (3) sa:npai dcngan

ayat (5) ditetapksn oleh Bupati.o

a

Pasal 22

(1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2l ayat (2) huruf b mempedomani

Peraturan Pcrundang-undangan.

(2) Penetapan standar barang dan otandar kebutuhan
sebagaimana .li'ntksud dqtarn Pasal 21 ayat (2) huruf
a dan huruf b dilakukan aetelah berkoordinasi dengan

dinas telnis terkait.

Pasal 23

Pengguna BarenA dan/atau Kuasa Fengguna Barang

rn€ngusulkan RKBMD pengadaan Barang Milik Daerah

mempedomani standar baEng dan standar kebutuhan.

pasd 24

(1) Fenguna Barang mcnghimpun usulan RKBMD yang

diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di
lingkmgan Ferangkat Daerahyang dipimpinnya.

Itri
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(2) Fenguna Barang mcnyampaikan usulan RKBMD

sebagaitnana dimaksud pada ayat (f) kepada Pengelola

Barang.

(3) Pengelola Barang melakulGn penelaahan atas usulan
RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bercama

Fengguna Barang dcngan memperhatikan data barang

pada Pengguna Barang dan/atau Fengelola Barang.

(4) Data barang pada Pengguna Bamng dan/atau
Fengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

antara l,ain:

a. laporan Da.ftar Barang Pengguna bulanan;

b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;

c. l,aporan Daftar Barang Pengguna tahrman;

d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;

e. laporan Daftar Bararrg Pengelol,a aemeateran;

f. laporan Daftar Barang Fengelola tahunan;

g. latrnran Daftar Barang Milik Daerah semest ran;

dan

(5)

(6)o

h. laporan Daftar Banng milik daerah tahunan.

Pengelola Barang dalam melakukan prnelaahan

dimaksud peda ayat (3) dibantu Pejabat

Fenatausahaan Barang dan Fengurua Barang

Pengelola.

Hasil pcnelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupal€n daEar pen5nrsunan RKBMD.

Pasd 25

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang

digunalon oleh Pengguna Barang sebagai da"o'
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat

Daerah-



o

Pasal 26

(1) RIGMD pemeliharaan Banna Milit Daerah tidak dapat

diusulkan oleh Perrgguna Barerrg dan/atau Kuasa

Pcngguna Barang terhadap:

a- Barang Milik Daerah yang berada dalam kondiei

rusak bcrati

b. Barang Milik Daerah yang sedang dal,am status

penggunaan sementara;

c. Barang Milik Daerah yang sdang d.lFrn statua

untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau

d. Barang Milik Daerah yang sedang menjadi objek

pemanfaatan.

(2) RXBMD pemeliharaan Barang Milik Da€rah

dimaksud pada ayat (1) huruf b

diusulkan oleh Pengguna Batang yang menggunakarr

scmentara Barang Mitk Daerah.

(3) RIBMD pemeliharaan Barang MiliL Da6ah

acbagaimana dimaksud peda ayat (1) huruf d tidak

tcrmasuk peBanfaatan dalam bentuk Pinjam pakai

dengsn jangka waktu paling lama 6 (enao) bulan.

Paael2T

lfutrntuan mengenai tata cara penyusunen RKBMD

mcngikuti kctcntuan Peraturan Ferundqng-undangan.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 28

(1) Pengadaan Barang Mifik Daerah dilaksanakan

Masarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan

terbuka, bersaing; adil, dan akuntabel.



a

(2) Pelaksanaan pengadaan Barsng MiliL Daerah

dilakukon sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB VI

PENGGUNAAN

Passl 29

(1) Bupati menetapkan Btatus penggunaan Barang Milik

Daerah.

(2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status

penggunaan atas Barang Milik Daerahsebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sclain tsrrah dan/atau

bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola

Barang.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

antara lain adalah Barang Milik Daerah yang tida&

mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nil,ai

tert€ntu.

(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Bupati.

(5) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditraksanakan secara tahunan.

Pugal 30

(U Penggunaan Barang Milik Daerah meliputi:

a. penetapan status pcnggunaan barang milik

dacralu

b. pengalihan status penggunaan Barang Milik

Daerah:

c. penggunaan i€mentara Barang MiliL Daerah; dan

d, penetapan status penggrmaan Barang MitiL Dacrah

untuk dioperasil<an oleh pihak Lain.



o

(2) Penetapan status Irnggunaan sebagaimana dimaf<sud

Pada ayat (1) dilFkul.F4 untuk'
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah; dan

b. diroperasikan oleh pihak lain dalarrt rangka

menjalaakan pel,ayanan umrrm sesuai tugas dan

fungsi Perangkat Daerahyang bersangkutan.

Pasat 31

Penetspan status penggunaan tidak.rilah'tan terhadap'

a, barang penediaan;

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

c, barang yang dari awal pengadaannya dircncanakan

untuk dihibahkan; dan

d. Aset Tetaf Renovasi.

Pasal 32

Fenetapan statu8 penggunaan Barang Milik Daerah

berupa. tanah dan/atau bangunan dilalrukan apabila

dipertukan untuk kepentingan penyeleoggaraan tugas

dan fungsi Penguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang yang bersangkutan.

P€ngguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik
Dacrah berupa tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (f) yang tidak
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengguna Barang kepada Bupa.ti melalui Pengelola

Barang.

(r)

l2l
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(3)

(4)

(s)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaf6ud

pada ayat (2), apabifa tanah dan/atau bangunan

Bebogrir''e'ra dimaksud pada ayat (2)tclah

direncanakan untuk digunakan atau dimsnfaatkan

dalam jangka wsktu tcrtcntu yang ditetaPkan oleh

Bupati.

Bupeti mencabut status penggunaan atas Barang

Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang

tidak digunalGn dafam penyelenggarasn tugBs d8n

fungsi Pengguna Barang sebagaknana dimaksud pada

ayat (2).

Dalam hal Barang Milik DaerahberuPa tanah dan/atau

bangunan sebagaitnana dimaksud Pada ayat (21 tidak

discrahkan l(eeada Bupa.ti, Fengguna Barang

dikenakan sanksi berupa pembckuan dana

pemeliharaan ataa Barang Milik Daerah berkenaan.

Pasd 33

(U Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus

disershkan oleh Fengguna Berang karcna tidak

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan fuflBsi Fenguns Bemng dan/atau kuasa

Pengguna Barangdan tidalk dirrraa:faptkatr oleh pihak

lain.

(21 Dalam menetapkan pcnyerahan scbagaimana

4i"nFksud pada ayat (1) Bupati memlrrhatkan:

a. Btandar kebutuhan Barang MiliL Daerah untuk

menyelenggarakan dan menunjang tuges den

fimgsi Fenguna Barang;

b. hasil audit atas pengunaan tanah dan/atau

bangunan; dan/atau

c. l,aporan, data, dan informasi yang dipcmleh dari

srrmtrer lain-

o
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(3)

(4)

Sumber lain sebagaimana dimaksud pada syat (21

huruf c antara Lain t€rmasuk hasil pclaksanaan

Pengawasan dan pengendalian yang dilaLrlLe'r oleh

Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari

masyaral€t.

Ttndak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang

Milik Daerah sebegaimana dimaksud Pada ayat (r)

meliputi:

a. penetspan statuB penggunaan;

b. p€manfaatan; atau

c, pemindahhnganan.

Pasd 34

IGtentuan mcngenai tata cara penggunaan bofang

milik daerah ditetapkan den8an Peraturan Bupati.

Fcratulan Bupati mengenai tata cara pcnggunaan

Barang MiliL Daerah set agaimana dirnrkntld pada eyat

(U bcrpcdoman pada kctcntuan Peraturan Pcrundang-

undangan

BABVII

PEMANF'AATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

tl) Femanfaatan Barang Milik Dacrahdilakaanakan oleh:

a. Pengelola Barang deagan per€etujusn Bupati'

untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam

penguasaan Fengelola Baran$ dan

(l)

(2'

a
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(21

b. Penguna Barang dengan persctujuan Pengelola

Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa

Bebagian tanah den/atau bangunan yang maaih

digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain

tanah dan/atau bangunan.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan

berdasarkan pertimbangan teknis dengan

memlrrhatikan kepentingan daerah dan kepentingan

umum.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilFln'L'm

scpanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan

fungai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah di'lekrkan tanpa

memerlukan persetujuan DPRD.

Pasal 36

(U Biaya pemeliharaan dan pengaananan barang iniliL

daetah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek

pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.

(21 Biaya pemanfaatasn Barang Milik Daerah

sampai dengan penunjuk kanmitra Femanfastan

dibcbankan pada APtsD.

(3) PendaPatan daerah dariP€manfaatan t ereng "nilik
daerahmerupakan penerimarn daerah yang wajib

diEetorkan seluruhnya ke r€kening l(as Umuo Daerah.

(4) Pendapatan daerah dsri pemanfaatan barang rY'ilil(

daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

umum eesuai dengan tugas dan fungsi Badan Iayanan

Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang

diectorkan seluruhnya kc rekening kas Badan Layanan

Umum Daerah.

{3}

(4)

o



(5) Pendapatan daerah dari pem.rnliaatan barang milik

daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas

dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan

penerimasn daerah yang disetorkan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan,

Pasal 37

(1) Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan

dilarang dijaminkan atau digadaikan.

(2) Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi

daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek

p€manfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 38

Bentuk Pemanfaatan Baranq milik daerah meliputi:

a. Sewal

b. Pinjam Pakai;

c. KSP:

d. BGS atau BSG; dan

e. KSPI.

Bagiaa Kedua

Mitra Pemanfaatan

Pasal 39

(1) Mitra Pemanfaatan meliputi:

a, penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah

dalam bentuk Sewa;

b. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah

dalam bentuk KSP;

c. mitra BGS/BSG, untuk p€manfaatan barang milik

daeral dalam bentuk BGS/BSG: dan



o

d. mitra KSPI, untuk p€man aatan barang milik

daerah dalam bentuk KSPI.

(2) Peminjam pa.kai, untuk pemanfaatan Barang Milik

Daerah dal,am bentuk Pinjam Pakai.

Pasal 40

(1) Mitra Pemanfaatan sebageimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (1) bertanggung jawab:

a. melakukan pembayaran eta8 Pemanfaatan Barang

Milik Daerah sesuai bentuk pemsnfaatan;

b, menyerahkan hasil pelakselaan pemanfaetan

sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;

c. melakukan pengamanan dan p€meliharaan atas

barang milik daerahyang dilakukan Pcmanfaatan

dan hasil pelaksanaan pemanfeatan Bamng Milik

Daerah;

d. mengembalikan Barang Milik Daerah sctel,ah

beraldrirnya peLaksanaan; dan

e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditenhrkffr

ddam perjanjian pemanfaatan Barang Milik

Daerah.

(2) Peminjam patai sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39 ayat (2) bertanggung jawab:

a. menyerahkan hasil peliaksanaan pemanfaatan

sesuai ketentuan bentuk pcmanfaatan;

b. meLakukan pengamanan dan pemeliharaan ataB

baraag milik daerah yang dilakukan pemanfaatan;

c. mengembalikan Barang Milik Daerah Eetelah

berakhimva pelaksanaan; dan

d. memenuhi kewaiiban lainnva yanR ditenhrkan

datam perjanjian pemanfaatan Barang Milik
Daerar.



(3)

(4)

Tata cara Pemilihan Mitra Pemanfaatan BGS/BSG dart

KSP dilaksaaakan secara tender gcsuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan, kecuali pemanfaatan

KSP yang bersifat khusus pemilihan mitra dapat

dilakukan melalui penunjukkan larUung.

Tata cara pelaksanaan tcnder sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ecsuai ketcntuan Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 41

Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi:

a. tsnah dan/atau bangunan; dan

b. eelain tanah dan/atau bangunan.

Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau

keaeluruhannya.

Dalam hal objek pernanfaatan Barang MiliL Daerah

berupe sebagian tanahdan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah

dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan

Barang Milik Daerah adalah sebesar luas begian tanah

dan/atau bangunan yang dimadaatkan.

Bagian Ketiga

Sewa

Pasal 42

(1) Fenyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan

h.fuan:

a. mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik

Daerahyang belum/tidak dilaf<ukan petrggunaan

dalam pelaksanaan tugas dan frlngsi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(1)

(2t

(3)

a



(1)

b. menPeroleh fa$ilitas yang diperlukan dalam rancl<a

mentmjang hrges dan fungsi Pengguna Barang;

dan/atau

c. mencegah Penggunaan Bdang Milik Daerah oleh

pihak lain secara tidak sah'

(2) Penyewaan Barang Milik Dacrah dilal Lan scpanjang

tidak merwikan pemerintah daerah dan tidak

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi

penSrelenggaraan pemerintahan daerah.

Passl 43

Barang Mitik Daerah yang dapat discwa bcruPa:

a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah dieerahlen

oleh Pengguna Barang kepada BuPati;

b. scbagian tanah dan/atsu bangunan yang masih

digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Sewa barang milik daerah Eebagaimana dimaksud

pade ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengclola

Barang setelah mendaPat pers€tujuan Bupati'

Scwa Barang MiliL Daerah sebagaimana dimakud

pada ayat (l) huruf b, dan hun:f c dilaksanakan oleh

Pengguna Barang setclah mendapat Persetujuan dari

Pengelola Barang.

Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah'

meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Swasta; dan

d. Badan hukum tainnYa'

(21

(E

o
(4)
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Pasal 44

(1) Jangla waktu sewa Barang Milik Daerah paling larna 5

(lima) tahun sejak ditandatrngani perjanjian dan dapat

diperpanjang.

(2) Jangka walrtu sel,a Barang Milik Daerah scbagaimana

dimaksud pada ayat (f) dapat lebih dari 5 (lima) tahun

dan dapat diperpanjang untuk:

a, kerja sama infrastrulfirr;

b. kegiatan dengan karakrcristik usaha yang

memerlukan waktu aewa lebih dari 5 [ima) tahun;

atau

c. ditcntukan l,ain dalam Undang-Undang'

Jangka waktu sewa Bsrang Milik Daerah untuk

kegiatan dengan karalrteristik usaha lrang memerlukan

lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b difakukan berdasarkan perhitungan

hasil kdian atas Sewa ysng dilakul€n oleh pihak yang

berkomlrten.

Jangka waktr.r sewa Barang Milik Daerah dalam rangka

kerja eama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a paling lama, 10 (scpuluh) tahun dan

dapat diperpanjang I (satu) kali.

Pasal 45

Lhgkup pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam ralrgka

lcerja sama infrastruktur dapat dilalsanakan melalui sewa

dengan memlrdomani ketenhran perundang-undangan.

Pasal 46

(l) Ketentuan mengenai formulasi tarif/besaran sewa

berpedoman pada kctentuan peraturan perandang-

undangan,

(3)

(4)

o
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(2t IGtentuan Besaran falftor variabel Eewa dan faldor

penyesuai sewa ditetapkan oleh Bupati.

(1) Penyewaan

perjanjian

dan:

a. Bupati, unhrk Barang Milik Daerah yang berada

pada Fengelola Barang dan

b. Pengelola Bsrang, untuk Barang Milik Daerah yang

berada pada Pengguna Barang.

(2) Perjanjian scwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat:

a. dasar perjanjian;

b. para pihak yang rcrikat dalam perjanjian;

c, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan

jangt'" qrsktut

d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk

periodesitas 8€wa;

e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional

dan pemeliharaan selamajangla waktu sewa;

f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis

kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan

penyewa;

g. hak dan kewajiban para pihak; dan

h. hal lain yang dianggap Perlu'

Penandatanganan perjanjian aewa eebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai

sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan

perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Pasal 47

Barang Milik Daerah dituangkan dalam

selva yang ditandatangani oleh penyewa

a

a

(3)

(4)

-Jt- 
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(1)

(21

(3)

Pasal 48

Hasil sewa Barang Milik Daerahmerupakan

penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan

ke rekening Kas Umum Daerah'

Penyetoran uang sewa sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran

secara tunai kepada bendahara penerimaan atau

menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah'

Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan

bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran

yalg menjadi bagian tidat terpisahkan da-ri perjanjian

sewa.

Pasal 49

Dikecualikan dad ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4a ayar (21, penyetoran uang sewa barang

milik daerah untuk KSPI dapat dilakukansecara

bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang'

Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.

Penyetoran uang sewa seca-ra bertahap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian

Sewa.

Penyetoran uang sewa Baralg Milik Daerah secara

bertahap sebagaimana dimaksud Pada ayat (3)

dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekaraag

dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran

sewa Barang Milik Daerah hasil perhitungan.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat meminta masukan dari Penilai.

(4)

(1)

l2l

(3)

(4)

(s)

3S



(6) Penyetoran uang sewa Barang Milik Daorah secara

bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki

kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk

membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat

pemyataan.

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-

kurangnya memuat keterangan mengenai

ketidakmampuan tersebut dan pemyataan tanggung

jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

Bagian KeemPat

Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 50

(1) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah dapat

diperpanjang dengan persetuj uan:

a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada

pada Pengelola Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang

berada pada Pengguna Bararlg.

(2) Penyewa dapat mengajukan permohonaa perpanjangan

jangka waktu sewa kePada:

a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola

Barang; darr

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada

Pengguna Barang.

(3) Pengajuan permohonan perpanjalgan jangka waktu

sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

ketentuan:

a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun,

permohonan perpanjangan harus disampaikan

paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhimya

jangka wal<hr sewa;

40i
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b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan

harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum berakhirnya jalgka waktu sewa;

c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan

harus disampaikan paling lambat 10 (seputuh) hari

sebelum berakhirnya jangka walrhr sewa;

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam,

permohonan harus disampaikan sebelum

berakhirnya jangka waktu sewa.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan huruf b diqiukan dengan melengkapi

persyaratan sebagaimarra permohonan sewa pertama

kali.

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka

waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme

sebagaimana pengajual usulan sewa baru.

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat l4l

dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. karakteristik jenis infrastrukur;

b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;

c. ketentuar Lrntuk masing-masing jenis infrastruktur

dalam peraturan perundang-undangaa; dan

d. pertimbangan lain dari Bupati.

Pasal 51

sewa berakhir apabila:

a. Berakhimya jangka waktu sewa;

b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang

ditindaklanjuti dengan pencabutan peraetujuan sewa

oleh Bupati atau Pengelola Barang;

tt
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d.

Bupati atau Pengelol,a Barang mencabut persetujuan

sewa dalam rangka pengawasan dan Pengendalian;

dan

Ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Penyewa wajib menyerahkan Barang Milik Daerah

pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan

layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan

peruntukannya.

(2) P€nyerahan barang milik daerah sebaAaimana

dimaksud pada ayat (1) dituanglan dalam Berita Ac€ra

Serah Terkna (BASI).

(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan

pengecekan Barang Milik Daerah yang dis€wakan

sebelum ditandatanganinya Berita Acsra Serah Terima

(BAS'I) guna memastikan kelayalcn kondisi Barang

Milik Daerah bersangkutan.

(4) PenandatanSanan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagaimana dimakaud pada ayat (3) dilakukan s€telah

semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Pasal 53

(U Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan scwa pada

Pengeolol,a Barang dan Pengguna Barang ditctapkan

dal€m Peraturan Bupati'

(2) Penetapan Peraturan BuPati mengenai tata cara

pelaksanaan sewa pada Pengplola Barang dan

Pengguna Barang sebagairnana dimaksud dalarn ayat

(U berpedoman pada ketenhran peratulan perufldang-

undangan.

o
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(l)

(21

Pasal 54

Penyewa wajib melakukan Pemeliharaan atas barang

milik daerah yang dieewa.

Seluruh biaya pemeliharaan scbagaitnana dimaksud

pada ayat (U termasuk biaya yang timbul dari

pemakaian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah

menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.

Pemeliharaan sebegaimafla dimaksud pada ayat (2)

ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki

barang agar selalu dalam keadaal baik dan siap

untuk digunakan s,ccara berdaya guna dan berhasil

guna.

Perbaikan Barang MiUk Daerah aebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai

dilaksanakan paling lambat pada saat bcral:timya

jangka waktu sewa.

Dafam hsl Barang Milik Daereh yang discwa rusak

akibat keadaan kahar (fore ma.leu{, perbaikan dapat

dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola

Barang/ Fcngguna Baiang darr Penye$,a'

Pasal 55

Ferubahan benhrk Barang Milik Daerah dilakukan

dengan persetujuan:

a. Bupati, unhrk Barang Milik Daerah yang berada

pada PenSelola Ba.rang; dan

b. Pengelola barang, untuk Barang Milik Daerah yang

berada pada Fengguna Barang'

Perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilak8snakan tanpa mengubah

konstnrksi dasar bangunan.

a

(3)

(4)

(5)

(1)

l2l

a
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a

(3) Datam hal perubahan bentuk Barang MiliL Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan

adanya penambahan, bagian yang ditambahksn

menjadi Barang Milik Daerah dan db€rtakan dalam

Berita Acara Serah Terima (BAg1) pada saat

beral:hirnva jangka walchr sewa.

Pasal 56

Dalam hal Barang Milik Dacrah scl,ain tanah dan/atau

bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu

sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai

ketentuan perahrran perundang-undangan.

Pasal 57

Penyewa dikenakan eanhi administratif berupa surat

teguran apabila:

a. penyewa belum menyerahkan Berang Milik Daerah

yang discwa pada saat berakhimya jangka wa.lrtu sewa;

b. perbaikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat

(4)belum dilakukan atau diperkirakan belum seleeai

menjelang berakhimya jangka waktu scwa; dan/atau

c. penggantian dimaksud dalam Passl 56

belum selesai dilaksanakan palta lambat seb€lum

berakhirnya jangka $,aktu Bewa.

Pasal 58

(1) Dalam hal penyerahan, perbeikan, den atau

penggantian Barang Milik Daerah belum dilakulon
terhitung I (satu) butal s€jak diterbitkannya surat

teguran sebaAaimana dimaksud dalam Pasal 57,

penycwa dikenafen sanksi administratif berupa surat

peringatsn.

a

n1.
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(l)o

(21

{2) Ddam hal pcnyerahan, d8n atau

penggantian Barang Milik Daerahbelum dilakulen

terhitung I (bulan) sejak diterbitl€nnya surat

perinSatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penycwa dikenakan sanksi administratif berupa. denda,

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Baaian Keempat

Pinjam Patai

Pa8al 59

Piqiam pakai dilaksanal(an dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum

atau tidak dilakukan penggunaan untuk
penyelenggaraan hrgas dan fungai Pengguna

Barang; dan

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan

Femerintehan Daerah.

Peminjam pal€i dilarang untuk melakukan

pemanfaatan atae objek pinjc'" pakai.

. Pagal60

(1) Pinjam pakai Barang Milik Daerah dilaksanalcn

alttara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau

antar pemerintah daerah dafam rangka

penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Pelaksanaan pinjam potai Barang Milik Daerah

dilakukan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang

berada pada Pengelol,a Baralg;dan

b. Fengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang

berada pada Pcngguna Barang,

a
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(1)

(21

(3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola

Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan

persetujuan Bupati.

Pasal 61

Objek pinjam pakai meliputi Barang Milik Daerah

berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah

dan/atau bangunan l ang berada pada PengeloLa

Barang/Pengguna Barang.

Objek pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud Pada ayat

(1), dapat dilakukan untuk sebagian atau

keseluruhannya,

Pasal 62

(1) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah dan

perpa4jangan pinjam pakai, sesuai ketentuan

peraturan pemdang-undangan,

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang,

permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam palai

disampaikan kepada PengeloLa Barang/Pengguna

Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka

waktu pinjam pakai berakhir.

Dalam hal permohonan perpanjangan jangka walcu

pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/

Pengguna Barang melewati batas waldu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan

dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai

baru.

(21

(3)

(4)
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Pasal 63

(U Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pa}ai

dapat mengubah bentuk Barang Mitik Daerah,

sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi

dart/atau penurunan nilai Barang Milik Daerah.

(2) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1):

a. tanpa disertai dengan perubahal bentuk dan/atau

konstruksi dasar Barang Milik Daerah; atau

b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau

konstruksi dasar Barang Milik Daerah.

(3) Usulan perubahan bentuk Barang Milik

Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2J.,

dilakukan dengar mengajukan permohonan

perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada:

a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada

pada Pengelola Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang

berada pada Pengguna Barang.

(4) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaima-na

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah

mendapat persehrjuan Bupati.

Pasal 64

(1) Pelaksanaan Pinjarn Pakai dituangkan dalam

perjanjian serta ditandatangani oleh:

a. Peminjam pakai dan Bupati, untuk Barang Milik

Daerahyang berada pada Pengelola Barang; dan

b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk
Barang Milik Daerah yang berada pa.da Pengguna

Barang.

(2) Perjarjiar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:



o

a- para pihak J.ang terikat dalam perjanjian;

b. dasar perjanjian;

c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;

d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan,

dan jangka wakhr;

e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional

dan pemeliharaan sclama jangka waktu
peminjaman;

f. hak dan kewqiiban para pihak; dan

g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(3) Salinan perjanjian pinjam pakai sebagaimana

dim,aksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada

Fenggura Barang.

Pasal 65

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pinjam pakai

pa.da Pengelola Barang dan Pengguna Barang ditetapkan

dqlerh Feratunan Bupati.

Bagian Kelirna

KSP

Pasal 66

KSP Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanalren

dalam rangka:

a. mengoptiEalkan daya guna dan hasil guna barang

milik daerah; dan/atau
b. meningkatkan penerimaan pendapatandaerah.

L
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(1)

Pasal 67

KSP atas Barang Milik Daerah dilalsanakan apabila

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam

APBD untuk memenuhi biaya operasional,

pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan

terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.

Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk

Barang Milik Daerah yang bcrsifat khusus dapat

dilakukan penunjukan langsung.

Barang Milik Daerah yang bersifat khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki
karakteristik:

a. barang yang mempunyai spesifrkasi tertentu

sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus

seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang,

instalasi listrik, darl bendungan/waduk;

c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang

berdasarkan p€rjanjian hubungan bilateral antar

negara; atau

d. bararg lain yartg ditetapkan Bupati.

Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik

daerahyang bersifat khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan oteh Pengelola Barang atau

Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik

Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau

wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap

tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah

ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil

KSP ke rekening Kas Umum Daerah.

(21

(3)

(4)

(s)



(1)

{21

(3)

(4)

(s)

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian

keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang

merupakan bagian pemerintah daerah, harus

memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik
Daerah yang diiadikan objek KSP dan manfaat lain
yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi

mitra dalam KSP-

Pasal 68

Selama jangka waktu pengoperasia!, mitra KSP

dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang

Milik Daerah yang menjadi objek KSP.

Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola

Barang atau Pengguna Barang sampai denga-n

penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.

Biaya persiapan KSP yang terjadi seteLah

ditetapkannya mitm KSP dan biaya pelal(sanaan KSP

menjadi beban mitra KSP.

Cicilan pokok dan biaya yarrg tjmbul atas pinjaman

mitra KSP, dibebankan pada mitra KSP dan tidak

diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.

Pengawasan atas pelaksaraan KSP oleh mitra KSP

dilakukar oleh:

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada

Pengelola Barang;dan

b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah pada

Pengguna Barang.

Pasal 69

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati,

untuk Barang Milik Daerah yalg berada pada

Pengelola Barang; atau

50
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b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola

Barang, untuk Barang Milik Daeratt yang berada
pada Pengguna Barang.

(2) Persetqiuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seGlah mendapat pertimbangan

da-ri Bupati.

(3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP Barang Milik
Daerah meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerall; dan/atau
c. Swasta, kecuali perorangan.

Pasal 70

(l) Objek KSP meliputi Barang Milik Daerah berupa:

a. tanah dan/atau balgunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada
pada Pengelola Barang /Pengguna Barang.

(2) Objek KSP Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dapat dilakukan untul( sebagian atau
keseluruhannya.

Pasal 7 t

Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan,

serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra
KSP.

Sarana dan liasilitas hasil KSP sebagaimara dimaksud
pada ayat (1), antara lain:

a. peralatan dan mesin;

b. jalan, irigasi, dan jaringan;

c. aset tetap lainnya; dan

d. aset lainnya.

(l)

(21

I
\l

51

T



(1)

(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
menjadi bagian dari pelaksanaan KSP.

(a) Hasil KSP sebagaimana dirnaksud pada ayat (U
menjadi Barang Milik Daerahsejak diserahlen kepada

pcmerintah daerah scsuai perjanjian atau pada Baat

berakhimya pedanjian.

P^sal72

Hasil KSP Barang Milik Daerah dalam rangka

penyediaan intaetruktur terdiri atas:

a. peneritnaan daerah yang harue dieetorkan sel,ama

jangkawaktu KSP Bamng Milik Daerah; dan

b. infraetruktur bescrta fasilitasnya hasil KSP barang

milik daerah.

Penerimaan daerah eebagaimana dimaksud pada ayat

(l) huruf a terdiri atas:

,. *rr'16r"i 16t'f; dan

b. pembagian keuntungan.

o

(21

Pasal 73

(1) Dalam KSP, mitra KSP dapat mel,akukan

perubahan dan/atau penambahan hasil fSP.
Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara addendum perjanjian.

Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimahud
pada ayat (2) ditujul€n untuh menghitung kenbali
besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

Beaaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

sebsgaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh

Timberdasarkan hagil perhitungan.

Tim sebagaimana .lirYlaLsud pEda ayat (4) ditetapl€fl:

(21

(3)

(41

(s)



a. Bupati, untuk Barang Milik Dacrah berupa tanah

d8n/atau bangunaq atau

b. Fengelola Ba.ran& untul( Barang Milik Daerah

selain tanah dan/atau bangunan.

(Q Ferubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakul<an

sctelah memperolch persetujuan Bupati.

Pasal 74

Jangka walfir KSP paling lama 3O (tiga puluh) tahun

sejak perjanjian ditandatangani dan dapat

diperpanjang.

Dalem hal KSP atas Barang MiliL Daerah dilakukan

untul( penyediaan infrastnrkhrr, jangka walcu I(sP
paling tame 59 61ola puluh) tehun sejak Frjanjian I(sP

ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Jenis Penyediaan infrastruktur scbagaimana dimakeud

pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(r)

l2ta

(3)

a

Pa8al 75

(f) Ferpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP

dengan cara mengajukan permohonan per8etujuan

perpanjangan jandka waktr KSP paling lambat 2 (dua)

tahun sebelum jangka waktu beraldrir.

(2) Ferpanjangan jangka waktu dilaksanalan dengan

pertimbangan:

a. scpanjang tidak menggianggu lElaksenaan tugas

dan fungsi penyelengaraan pernerintahan daerah;

dan

b. sclama pelaksanaan I(SP tcrdahulu, mitra KSP

mematuhi peratursn dan perjanjian KSP.

fi, ',
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Pasal 76

(f) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP

antara Bupati atau Pengelola Barang dengan mitra
KSP set€lah diterbitton keputusan pelatsanaan KSP

oleh Bupati.

(2) Ferjanjian sebaSaimana dimaksud pada ayat (l)
ditandatangani oleh mitra KSP dan:

a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada

pa.da Pengelola Barang; atau
b. Fengelola Barang untuk Barang Milik Daerah yang

berada pada Pengguna Barang.

(3) Ferjanjian sebagaimana dirncksud pada ayat (l) paling

sedikit mcmuat:

a. dasar pcrjanjian;

b. identitas p€ra pihak yang terikat dalam perjanjien;

c. obiek KSB

d. hasil XSP berupa barang, jika ada;

c. prruntukan KSP;

f. jangl€ waltu KSP;

g. besaran kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan scrta mekanisme pcmbayarannya;

h. hak dan kewajiban para pihak y6lg tcrikat dal.m
perjanjian;

i. ketentuan mengenai berakfrirnya KSP;

j. sanksi; dan

k. penyelesaian pereelisihan.

(a) Perjanjian KSP sebagaimana rlirnqtsud pada ayat (3)

dituangkan datam bentuk Alda Notark.
(51 Fenandatanganan perjanjian KSP dilakukan setclah

mitra KSP menlrampaikan bukti setor pembayaran

kontribuei tetap pertallre kepada Pengelola Barang/
Fenguna Barang,

a



a

(6) Buhi setor pembayaran kontribusi tctap pertama

sebagaimana dimak8ud pada ayat (5) merupaLan Balah

satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

Pas€|77

Ketentuan pcngaturan mengenai kontribusi tetap den

pembagian keuntungan sesuai trrraturan pcrundang-

undangan.

Pasal 78

(1) Fembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke

r€kening I(as Umum Daerah oleh mitra l(SP harus

l2l

(3)

rlilokrrkq"r paling lambat 2 (dua) hari kerja scbelum

Fnandatanganan perjanjian KSP.

Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya

disetorkan ke rekening l(ag Umum Daerah paling

lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang

ditetapkan dalam perjanjian dan dilalnr&an sctiap

tahutr .Frnfai dengan bcrakhimya perjanjian KSP.

Fembayaran konfibusi tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti
aetor.

Pasal 79

(U Pembagian keuntungan hasil pelakeanaan KSP tahun

scbelumnya harus disetor ke rekening Ka8 Umum

Daerah palina lambat dilakukan scauai dengan tanggal

yang ditetapkan .lahq perjanjian dan dilakukan setiap

tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

a
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{2) Fembayaran pembagian keuntungan sebagairana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mitra KSP

berda8arken pcrs€tujuan Bupa.ti.

Pasd 80

(l) KSP berakhir dalam hal:

beralrhirnya jangka wakfir KSP scbagaimana

tertuang dalam perjanjian;

pengslftiran perjanjian KSIP secara 8epihak oleh

Bupati atau Pengelola Barang;

berakhimya perjanjian KSP; dan

ketentuan lain sesuai peraturan perundang-

undangan,

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:

a. tidak membayar kontribuei tetap selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut;
b. tidsk membaysr pembagian kcuntungan selama 3

(tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP;

atau

c. tidek rnemenuhi kewajiban sclain sebagaimana

dirnakeud pada hurul a dan huruf b scbagaimana

tcrhrang defam perjanjian KSP,

Fengalfiiran KSP scbagaimana dirnakstrd pada ayat (21

ditrakukan oleh:

a- BuFti, untuk Barang Milik Daerah yang bcrada

pa.da Pengelola Barang atau

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik psqrah yang

berada pada Fengguna Barang.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimsksrrd pada ayat (3)

dil,akukan secara tertulis.

b.

c.

d.a
(21

a
(3)

(4)

li
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Pasal 81

(1) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jargka waktu
KSP beral<hir, mitra harus melaporkar akan

mengakhiri KSP.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), Bupati atau Pengelola Barang meminta

auditor independen/aparat pengawasan intern
pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan

KSP.

(3) Auditor independen/aparat pengawasan intem
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyampaikan hasil audit kepada Bupati, Pengelola

Barang, dan/atau Pengguna Barang.

(4) Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang

menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada mitra KSP.

(5) MiEa KSP menindaklaljuti hasil audit s€bagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan melaprorka.nnya kepada

Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna BaJarrg.

Pasal 82

(1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada

saat berakhirnya jangka waktu KSP.

(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dituangkan dalam Berita Acara S€rah Terima (BAST).

(3) Datam hal Mitra KSP belum selesai menindaldar{uti
hasit auditsetelah dilakuka-nnya serah terima

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra KSP tetap

berkewajiban menindaklanj uti hasit audit.
(4) Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP darr

penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan
setelah penyerahan.
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(1)

(21

(3)

(4)

(s)

Pasal 83

Pengakhiran perjarjian KSP secara sepihak oleh Bupati

Musi Rawas atau Pengelola Barang sebagaimana

dimaksud da.tam Pasal 80 ayat (1) huruI b,

dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis
pertama kepada mitra KSP.

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

waktu 30 (tiga pt]luh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran tertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang

menerbitkan teguran tertulis kedua.

Apabila mitra KSP tidak meLa-ksanakan teguran kedua

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dafam jangka

waltu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan

teguran tertulis kedua, Bupati Musi Rawas atau

Pengelola Barang menerbittan teguran terhrlis ketiga

yang merupakan teguran teral(hir.

Apabila mitra KSP tidak melaksanalGn teguran ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan

tegura.Il tertulis ketiga, Bupati Musi Rawas atau

Pengelola Barang menerbitlan surat pengakhiran KSP.

Mitra KSP harus menyerahkal objek KSP kepada

BupatiMusi Rawas atau Pengelola Barang dalam
jangka watrhr paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

Pasal 84

(1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan KSP pada

Pengelola Barang dan Pengguna Barang ditetapkan

dalam Peraturan Bupati.
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(2) Penetapan Peraturan Bupati Musi Rawas mengenai
tata ca.ra pelaksanaan KSp pada pengeololaan Ba.r-ang

dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan

Perundang-Undangal.

Bagian Keenam

BGS / BSG
pasal 85

(1) BCS/BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
pertimbangal:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan
fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan

daerah untuk kepentingaa pelayanan umum dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas tersebut.

(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari
hasil pelaksanaan BCS/BSG harus dilengkapi dengan

lzin Mendirikan Bangunan 0MB) ataa nama
pemerinta_h daerah,

(3) Biaya persiapan BGS/BSC yang dikeluarkan pengelola

Barang atau Pengguna Barang sampai dengan
penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada ApBD.

(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah

ditetapkannya mitra BGS/BSG dal biaya pelaksanaan

BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
(5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan

penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya
ke rekening Kas Umum Daerah.

)r.



a

(6) BCS/BSG Barang Mitik Daerah scbagaimane

dimatsud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fengelola

Barang setelah mendapat persetujuan Bupati Musi

Rawas.

PaEaI 86

(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daereh

s€bagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG

dilakganakan oleh Bupati Musi Rawas, dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

tcrkait.

(2) Hasil pelakeanaan BGS/BSG Bebaaaimana dimaksud
pada ayat (1) adal€h beserta fasilitas yang

telah diserahkan oleh mitra setelah beralftimya jangka

waldu yang diperjanjikan untuk BGS atau Bctclah

sclesainya pembangunan unnrk BSG.

Pasal 87

(1) Mitra BGS atau mitm BSc yang telah ditetapkan,

selama jangka waktu pengoperasian:

a. wajib membayar kontribusi ke rekcning Iks Umum

Daerah seriaF tahun sesuaibesaran yang tclah

ditetapkan;

b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan

c. dilarang menjaminkan,menggaaaUn, atau
memindahtangankan:

1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;

2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Femerintsh

Daerah; dan/atau
3. hasil BSG.

a



(1)

(2t

(2) Miba BcS Barang Milik Daerah harus meayerahkan
objek BGS kepada Bupati Musi Rawaspada akhir
jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit
oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 88

Pihak yang dapat melalrukan BGS/BSG adalah

Pengelola Barartg.

Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usa-ha Milik Daerah;

c. swasta kecuali perorangan; dan/atau
d. badan hukum lainnya.

Dalam hal miha BGS/BSG sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG

harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai

pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra
BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Pasal 89

Objek BGS/ BSG meliputi;

a. Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada
pada Pengelola Barang; atau

b. Barang Milik Daera} berupa tanah yang berada
pada Pengguna Barang.

Dalam hal Barang Milik Daerahberupa tanah yang

statua penggunaannya berada pada Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah
direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG

dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan

kepada Bupati.

(3)

c
(1)

(21
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c

(3)

(4)

(21

(3)

BGS/BSG sebagaimana dimakud pada ayat (2)

dilaksana&an oleh Fengelola Barang dengan

mengikutsertaken Pengtuna Barang sesuai tugas dan
fungsinya.

Keikutrcrtaan Fenguna Barang dalam pelaksanaan

BGS/BSG, scbagaimana dimaksud peda ayat (g)

adalah mul,ai dari tahap persiapan pembangunan,

pelaksanaan pembangunan sampai dengan
penyerahan hasil BGS/BSG.

pasal 90

(f) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang

dipdakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil
BGS/BSG.

Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana

dimalcud pada ayat {1), antara lain:

a. peralatan dan mesin;

b. jalan, irigasi dan jaringan;

c. aset tetap lainnya; dan

d. aset lainnya.

Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (f) menjadi Barang Milik Daerah

sejak discrahkan kepada pemerintah daerah seauai

perjanjian atau pada saat bcrakhimya perjanjian.

Pasal 91

(l) Dalarn BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat
melakukanperubahan dan/atau penambahan hasil
BGS/BSG.

o

i-- ''' oa 
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(2) Perubahan dan/atau lrnambahan hasil BGS/BSG
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan
sesuai dengan penlrclenggaraan tugas dan fungei
pemerintah daerah dan/atau untuk program-progam
nasional sesuai ketentuan Feraturan Ferundang-
Undangan.

o

Pasal 92

(l) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
(2) Perjanjian BCS/BSG sebagaitnana ,rirnaksud pada ayat

(l) ditandatangani antara Bupati Musi Rawae dengan
mitra BGS/BSG.

(3) Perjanjian dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:

a. dasar perjanjian;

b. identitas para pihak yang terikat dalam perjaqiian;
c. objek BGS/BSG;

d. hasil BGS/BSG;

e. peruntukan BGS/BSG;

f. jangka waktu BGS/BSG;

g, besaran kontribugi tahunan serta mekanisme
pernbayarannya;

h. besaran hasil BGS/BSG yang digunalan langsung
untuk tugas dan fungsi pengelola

Barang/Pengguna Barang;

i. hak dan kewajiban para pihak l.ang terikat.trts"rr
perjanjian;

ketentuan mengenai beraldrimya BGS/BSG;

sankai;

penyelesaian pers€lisihan; dan
m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(a) Perjanjian BGS/BSG aebagainana dimakEud pada ryat
(3) dituangkan dalam bcntuk Akta Notaris.

J.

k.

L
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(s)

(6)

Penandatantganan perjanjian BGS/BSG dilckrrkerr

setelah mitm BGS/BSG menyampaikan buldi setor

pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada

Pemerintah Daerah.

Buldi setor pembayarsn kontribusi tahunan pertama

scbagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah

satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian

tidak terpisahkan dari perjanjian BOS/BSG.

Pasal 93

(1) BGS/BSC berakhir dalam hal;

a. berakhirnya jangka walrhr BGS/BSG sebagaimsna

tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;

b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG sccara sepihak

oleh Bupati;

c. berakhimya perjanjian BGS/BSG;

d. ketentuan lain sesuai FeraturEn Perundang-

Undangan.

(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati

Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul b, dapat dilakukan ddam hal mitra BGS/BSG

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang

dalam perjanjian dan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

(31 Fengakhiran BGS/BSG scbagaimana dirrlaksud peda

ayat (2) dapat dilnkukqn oleh Bupati Musi REwas

secara terhris.

Pesal 94

Hasil pemilihan mitra BOS/BSG ditrtapkan oleh Bupati.

a

a
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Pasal 95

(1) Jangka waktu BGS/BSG paling Lama 30 (tiga puluh)

tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pedanjian

dan tidak dapat dilakul€n perpanjangan.

Passl 96

(l) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dafam Perjanjian.

(2) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditandatangani antara Bupati dengan mitra

BGS/BSG.

(3) Pedanjian sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat;

a. dasar perjanjiar;

b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;

c. objek BGS/BSG;

d. hasil BGS/BSG;

e. peruntukan BGS/BSG;

f. jangka walrtu BGS/BSG;

g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme

pembayarannya;

h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung

untuk tugas dan fungsi Pengelola

Barang/ Pengguna Barang;

i. hak dan kewqiiban para pihak yang terikat dalam

perjanjian;

j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;

k- sanksi;

l. penyelesaian perselisihan; dart

m. persyaratan lain yang dianggap perlu'

(4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimsksud pada ayat

(3) dituangkan dafam bentuk Alda Notaris

6sl
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(s)

(6)

l2t

(3)

Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan

setelah mitra BGS/BSG menyampa.ikan bukti setor

pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada

Pemerintrh Daerah.

Bulirti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah

satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian

tidak terpisahkan dari pedanjian BGS/BSG.

Pasal 97

Ketentuan pengaturan mengenai kontdbusi tahunan, hasil

BGS/BSG yarg digunakan langsung untuk tugas dan

fungsi pemerintah daerah, penghitungian dan

pembayarannya sesuai ketentuan Peratu.ran Perundang-

Undangan.

Pasal 98

BGS/BSG berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana

tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;

b. pengathiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak

oleh Bupati;

c. berakhimya perjanjian BGS/BSG;

d. ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-

Undangan.

Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati

Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertueng

dalam perjanjian dan sesuai ket€ntuan Peraturan

Penmdang-Undangan.

Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pa.da

ayat (2) dapat dilakukan oleh Bupati secara tertulis.

(1)

t
i
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Pasal 99

(1) Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat

(l)huruf b dilaksanal<an dengan tahapan:

a. Bupati menerbitl<an teguran tertulis pert ma

kepada miha BGS/BSG;

b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melal<sanakaa

teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama,

Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua;

c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melahsanaLan

teguran kedua dalam jangka wakh.r 3o (tiga puluh)

hari kalender sejak diterbitlan teguran tertulis

kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga

yang merupakan teguran terakhir; dan

d. dafam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan

teguran ketiga dalam jangka waktrr 3o (tiga pnluh)

hari kalender sejak diterbitkan teguran tcrtulis

ketiga, Bupati menerbitkan surat pengalhiran

BGS/BSG.

(2) Setelah menerima sunat pengakhiran BGS/BSG

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra

BGS/BSC wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada

Bupati.

(3) Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah

untuk melakukan audit atas objek BGS/BSG yang

diserahkan oleh mitra BGS/BSG.

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan

untuk memeriksa:

a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG

antara yang aka.It diserahkan dengan perjanjian

BCS/BSG;

67
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(s)

(6)

17l

(8)

b. kGesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG

antara yang akan diserahkan dengan Perjanjian

BGS/BSG; dan

c. laporan pelaksanaan BGS/BSG.

Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan

hasil audit kepada Bupati dengan tembusan kepada

mitra BGS/BSG.

Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit

yang disampaikan oleh aparat pengawasan intem

Pemerintah dan melaporkannya kepada Bupati.

serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat

pada saat berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit

dalam hal terdapat hasil audit yarlg belum selesai

ditindaldanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah

terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan

kewajiban mitra BGS/ BSG untuk memenuhi

kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian

BGS/BSG.

Pasal 1O0

Ketentuan mengenai tata cara pelakeanaan BGS/BSG

atas Barang Milik Daerah yang berada pada pengeloLa

baralg dan pengguna barang ditetapkan daLam

Peraturan Bupati.

Penetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara

peLaksanaan BGS/BSG atas Barang Milik Daerah yang

berada pada pengelola barang dan pengguna barang

sebagaimana dimalsud dalam ayat (1) berpedoman

pada ketentuan Peraturan Perundarg-Undangan'

(e)

3
(1)

(21
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Bagian Ketujuh

KSPI

Pasal 101

KSPI atas Barang Milik Daerah dilakukan dengan

pe*imbangan:

a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau

penyediaan intastruktur guna mendukung tugas dan

fungsi pemerintahan;

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana ddam

APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan

c. termasuk dalam daltar prioritas program pcnyediaan

infrastruktur yang ditetapl€n oleh peoerintah.

Pasal 1O2

Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI

adalah:

a. dilarang menjaminkan, mengSadaikan' atau

memindah tangankan Barang Milik Daerah yang

menjadi objek KSPI;

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil

KSPI; dan

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan

keuntungan scpanjang terdapat kelebihan

keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan

pada saat perjanjian dimuLai (c.laurbact{.

Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang

haBil KSPI kepada pemerintah daerah pada saat

berakhimya jangka waktu KSPI scsuai Perjanjian.

Barang haeil KSPI scbagaimana .tirncksud Pada ayat

(2) menjadi Barang Milik Daerah eejak diserahkan

kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian.

Fenetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketcntuan

Peraturan Perundang-Undangan.

(U

a

(2t

(3)

(4)
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(1)

Pasal log

Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas

program penyediaan in&astruf<tur s6bagaimane dimakeud

dalam pasal 1O1 huruf c sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan'

Pasal 1O4

Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adolqh;

a. Pengptrola Baran& untuk Barana Milik Daerah yang

bcrada pada Pengelola Barang; atau

b. Fenguna Baran& untuk Barang Milik Daerah

yang berada pada Pengguna Barang.

KSPI atas Barang MiUk Daerah dilakukan antara

pcmerintah daerah dan badan usaha.

Badan usaha sebagaimana di"naksud pada ayat (2)

adalah badan usaha yang berbcntuh:

a. Ferscroan Terbatas;

b. Badan Usaha Milik Negara;

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Koperasi.

Pasal 1O5

PJPK I(SPI atas Barang Milik Daemh adalah pihak

yang ditunjuk dan/atau diEtapkan scbagBi PJPK

dafam rangka pelaksanaan kerja sana pemerintah

daerah dengan bedan usaha.

Pihak yang dapat dittmjuk dan ditetaPkan €ebagai

PJPI( eebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

mempedomani ketantuart Peratufan Perundang-

Undangan.

a
t2l

(3)

a
(1)

(21


